
4 
 

BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

 

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pasal 285 KUHP 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

Pasal 286 KUHP 

Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal 

diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 

B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 5 KUHAP 

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :  

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :  

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana;  

2) Mencari keterangan dan barang bukti;  

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri;  

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-

jawab.  
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b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:  

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penahanan;  

2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;  

3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;  

4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.  

5) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1) huruf a) dan huruf b) 

kepada penyidik. 

Pasal 7 KUHAP 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana;  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;  

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;  
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

i. Mengadakan penghentian penyidikan;  

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

a. 

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dan ayat 

2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 

Pasal 8 KUHAP 

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam 

undang-undang ini. 

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan: 

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 

b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut 

umum. 

Pasal 20 KUHAP 
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(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang 

melakukan penahanan. 

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan. 

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan 

penetapannya berwenang melakukan penahanan. 

Pasal 21 KUHAP 

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 

mengulangi tindak pidana. 

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut 

umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat 

perintah penahanan  

(3) atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau 

terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 

(4) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau 

penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan 

kepada keluarganya. 
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(5) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau 

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun 

pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 

296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 

372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, 

Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 

dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea 

dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), 

Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi 

(Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 

1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 

dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3086). 

Pasal 187 KUHAP 

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
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dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu; 

(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu keadaan; 

(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya. 

(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain. 

C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pasal 76D 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa 

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Pasal 81 UU Perlindngan Anak 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku pula bagi setiap 

Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
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kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, 

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang 

menanganiperlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang 

secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang 

pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D. 

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun. 

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat 

(4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas pelaku. 
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(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. 

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama 

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. 


